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Abstrak

Terlepas dari lokasi geografisnya yang jauh dari kawasan Arktika, Tiongkok juga merupakan
salah satu negara yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut. Intensitas keterlibatan
Tiongkok di kawasan Arktika bersifat gradual seiring dengan perkembangan Tiongkok sebagai
sebuah negara. Terdapat dua fenomena monumental dalam mengkaji partisipasi aktif Tiongkok
di kawasan Arktika, yaitu bergabungnya Tiongkok sebagai observer dalam forum Dewan Arktika
pada tahun 2013 dan diterbitkannya Artic Policy White Paper oleh pemerintah Tiongkok yang
berisikan posisi serta kepentingan Tiongkok di kawasan Arktika pada tahun 2018. Melalui white
paper tersebut, Tiongkok juga mendeklarasikan dirinya sebagai Near-Arctic state sehingga
Tiongkok juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam tata kelola kepemerintahan Arktika.
Penulis melihat pergerakan Tiongkok di kawasan Arktika melalui sudut pandang keamanan energi
dan geostrategi. Melalui kedua sudut pandang tersebut, penulis memiliki tesis bahwa alasan
Tiongkok berpartisipasi aktif di kawasan Arktika adalah sebagai upaya mengorientasikan dirinya
sebagai emerging superpower. Sebagai emerging superpower, Tiongkok memiliki dua
kepentingan. Pertama adalah kepentingan untuk memenuhi urgensi kebutuhan sumber daya alam
dikarenakan tingginya kebutuhan energi domestik Tiongkok guna menunjang kegiatan
operasional negara. Kedua adalah nilai strategis kawasan Arktika membuat Tiongkok berambisi
menjadikan kawasan tersebut sebagai bagian dari Grand Strategy Belt Road Initiative melalui
pembangunan Polar Silk Road.

Kata Kunci: Arktika, Tiongkok, Emerging Superpower, Urgensi Kebutuhan Sumber Daya Alam,
Polar Silk Road, Grand Strategy Belt Road Initiatuve.

Pendahuluan

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui alasan Tiongkok terlibat aktif dalam dinamika politik
kawasan Arktika. Terlepas dari letak geografisnya yang jauh dari kawasan Arktika, Tiongkok
merupakan salah satu negara yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut. Kawasan Arktika
merupakan sebuah teritori yang meliputi daratan serta perairan dingin dalam lingkar Kutub Utara.
Wilayah tersebut mencakup 8% dari total permukaan bumi dengan serta berada pada garis lintang
66° 33’ 44” arah Utara dari garis Khatulistiwa (Arctic World t.t). Kawasan Arktika memiliki arti
penting tersendiri dalam sejarah Hubungan Internasional. Pada masa Perang Dunia Kedua,



kawasan Arktika menjadi lokasi strategis dalam proses pertukaran persediaan persenjataan, stasiun
cuaca, serta pertempuran-pertempuran kecil ketika Jerman berusaha untuk melakukan sabotase
terhadap pergerakan Sekutu. Pada masa Perang Dingin, kawasan Arktika menjadi medan
kontestasi militer antara Amerika Serikat dan Uni Soviet melalui operasi kapal selam. Kondisi
kawasan Arktika yang pada saat itu masih dipenuhi konflik antar kekuatan besar membuat
Tiongkok masih belum dapat memasuki kawasan Arktika (Naval History & Heritage Command
2011, 101).

Pasca runtuhnya Uni Soviet, terjadi desekuritisasi di kawasan Arktika yang membuka peluang bagi
Tiongkok untuk mendapatkan akses ke kawasan tersebut. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti
mengingat Amerika Serikat yang hadir sebagai aktor superior pasca Perang Dingin memiliki
wilayah di kawasan Arktika. Pada saat itu, posisi negara-negara Arktika pada sedang mengalami
stabilisasi pasca perseteruan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Hingga kini, masih terdapat
beberapa konflik teritori seperti perebutan pulau Hans antara Kanada dan Denmark serta perebutan
batasan internasional di Laut Beaufort antara Kanada dan Amerika Serikat (Humphreys 2012, 25).
Meskipun kondisi kawasan Arktika pada saat itu baru saja pulih dari konflik besar dan masih
terdapat beberapa perebutan wilayah di kawasan tersebut, Tiongkok tetap memiliki keingintahuan
tersendiri terhadap potensi dari kawasan Arktika. Intensitas keterlibatan Tiongkok di kawasan

Arktika bersifat gradual seiring dengan perkembangan Tiongkok sebagai sebuah negara.
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Komitmen awal Tiongkok untuk melakukan riset di kawasan Arktika dibuktikan dengan
pembentukkan Polar Research Institute of China (PIRC) pada tahun 1989. Di awal
pembentukannya, PIRC berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan serta riset saintifik yang
di lakukan di kawasan Arktika. Seiring berjalannya waktu, intensi Tiongkok di kawasan Arktika
tidak lagi hanya berfokus pada bidang ilmu pengetahuan. Hal ini ditunjukan dengan program
ekplorasi menggunakan kapal Xu¢ Long atau snow dragon yang ditangani langsung oleh PIRC
dengan tujuan mengeksplorasi kawasan Arktika beserta mencari tahu potensi di dalamnya.
Eksplorasi dengan kapal Xu¢ Long sudah dilakukan sejak tahun 1999. Hingga tahun 2018, Xué
Long sudah melakukan 9 ekspedisi di kawasan Arktika. Melalui ekspedisi tersebut, Tiongkok
menentukan jalur maritim di kawasan Arktika yang kini dapat diakses dikarenakan pemanasan
(Eiterjord 2019, 1). Selain itu, Tiongkok secara langsung memperoleh data terkait jalur maritim

terbaik guna mempermudah pergerakan Tiongkok di kawasan tersebut.

Pada tanggal 15 Mei 2013, Tiongkok berhasil mendapatkan status keanggotaan observer Dewan
Arktika. Dewan Arktika adalah forum kepemerinthan tingkat tinggi yang mempromosikan kerja
sama, koordinasi, dan interaksi antara negara-negara Arktika dalam menghadapi masalah di
kawasan Arktika, khususnya isu pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan Kutub
Utara (Arctic Council 2019). Hak observer dalam Dewan Arktika adalah mengajukan dokumen
berisikan pandangan terhadap isu yang menjadi fokus utama anggota-anggota permanen (Arctic
Council 2015). Keterlibatan Tiongkok dalam Dewan Arktika menjadi indikasi tersendiri bahwa
Tiongkok ingin berkontribusi dalam proses pengambilan kebijakan Dewan Arktika agar hasil
kebijakan tersebut sejalan dengan kepentingan Tiongkok. Sebelumnya, pergerakan Tiongkok di
kawasan Arktika dijustifikasi dengan keinginan Tiongkok untuk menjalin relasi yang lebih baik
dengan negara-negara Arktika serta kepentingan untuk melakukan penelitian saintifik (Peng &
Wegge 2015, 14). Akan tetapi, berbagai kebijakan eksploratif yang dilaksanakannya serta inisiatif
pembelian 20% saham proyek energi Yamal LNG pada tanggal 1 Oktober 2013 di Rusia justru
mengindikasikan adanya kepentingan lebih lanjut kawasan Arktika.

Setelah mendapatkan keanggotaan Dewan Arktika, Xi Jinping selaku Presiden Tiongkok
menyampaikan aspirasi Tiongkok untuk menjadi Polar Great Power dan memberikan
pandangannya mengenai arti penting kawasan Arktika bagi perkembangan kekuatan maritim



Tiongkok. Pernyataan dari Xi Jinping tersebut merefleksikan komitmen Tiongkok untuk
memanfaatkan potensi kawasan Arktika guna mengembangkan strategi Tiongkok. Strategi
tersebut ditujukan agar Tiongkok mencapai status maritime great power. Meskipun demikian,
mekanisme strategi tersebut belum dijelaskan secara eksplisit dalam pidato tersebut.

“Polar affairs have a unique role in our marine development strategy, and the process of becoming

a polar power is an important component of China’s process to become maritime great power” (Xi
Jinping dalam the polar conference Chinese Academy of Science 2014).

Pada tanggal 28 Januari 2018, Pemerintah Tiongkok akhirnya menerbitkan sebuah white paper
Acrctic policy yang mencakup kepentingan serta posisi Tiongkok di kawasan Arktika. Dalam white
paper tersebut, Tiongkok mendeklarasikan dirinya sebagai Near-Arctic State.

“China is an important stakeholder in Arctic affairs. Geographically, China is a “Near-Arctic

State”, one of the continental States that are closest to the Arctic Circle” (The State Council
Information Office of the People’s Republic of China 2018).

Dalam white paper tersebut Tiongkok juga menekankan haknya untuk turut berkontribusi dalam
pengambilan kebijakan di kawasan tersebut, dengan asumsi bahwa kesalahan dalam tata kelola
kawasan Arktika dapat berdampak langsung pada Tiongkok. Tidak hanya itu, Tiongkok juga
menekankan bahwa negara-negara Arktika harus menghormati aktivitas Tiongkok sebagai negara
non-Arktika yang mematuhi hukum yang berlaku. Namun, hal menarik yang dapat diteliti lebih
lanjut adalah deklarasi terkait grand strategy Tiongkok di kawasan Arktika berupa ekstensi Belt

and Road Initiative (BRI) melalui proyek Polar Silk Road.

Tidak hanya itu, white paper tersebut juga menjelaskan bahwa Tiongkok ingin bekerja sama
dengan setiap pihak untuk membangun Polar Silk Road. Sebagai implikasi dari pemanasan global,
es di kawasan Arktika mulai mencair. Hal ini juga berimplikasi pada munculnya potensi
penggunaan jalur perdagangan yang dapat digunakan oleh Tiongkok. Polar Silk Road merupakan
cita-cita Tiongkok dan merupakan bagian dari rangkaian BRI. Terdapat dua mekanisme utama dari
strategi Polar Silk Road. Pertama adalah maksimalisasi jalur perairan yang secara efektif dapat
memotong perjalanan Tiongkok ke Eropa sebesar 22%. Kedua adalah menghimbau perusahaan
Tiongkok untuk melakukan investasi skala besar di negara-negara dalam cakupan jalur maritim
kawasan Arktika (Humpert & Rospotnik 2012, 20).



Dinamika Keterlibatan Tiongkok di Kawasan Arktika dalam Kerangka Emerging

Superpower

Perlu diketahui bahwa ketertarikan Tiongkok terhadap kawasan Arktika sudah dapat dilacak jauh
sebelum diterbitkannya white paper Arctic policy. Secara umum, akademisi kerap menjelaskan
ketertarikan Tiongkok ditandai dengan berbagai ekspedisi Xu¢ Long yang dilaksanakan semenjak
tahun 1990-an (The Arctic Institute 2019). Akan tetapi, apabila dilihat lebih lanjut, ketertarikan
Tiongkok terhadap kawasan Arktika sudah dapat dilihat melalui ratifikasi perjanjian Spitsbergen
oleh Tiongkok pada tahun 1925. Tiongkok tidak memperhatikan kawasan Arktika hingga tahun
1990-an. Penulis beranggapan bahwa hal ini memiliki keterkaitan tersendiri dengan posisi
Tiongkok yang pada saat itu belum mencapai tahap emerging superpower. Tiongkok merupakan
salah satu dari total 43 negara yang menandatangani perjanjan Spitsbergen pada tahun 1925. Perlu
diketahui bahwa kepulauan Spitsbergen atau dikenal juga Svalbard merupakan wilayah
internasional tanpa adanya kepemilikan yang pasti sebelum adanya perjanjian tersebut. Perjanjian
Spitsbergen dilatarbelakangi oleh industri pertambangan yang belum teratur. Dengan adanya
kegiatan pertambangan, maka diperlukan hak-hak bagi wilayah tersebut dalam kegiatan eksploitasi
mineral (Svalbard Museum t.t). Oleh karena itu, penetapan landasan legislasi di wilayah tersebut
menjadi hal yang perlu dilakukan. Tiongkok sebagai salah satu negara yang menendatangani
perjanjian Spitsbergen memiliki hak untuk melakukan kegiatan perikanan, berburu, serta
melaksanakan kegiatan maritim, industri, perdagangan, dan pertambangan.

Lebih lanjut, intensi awal Tiongkok untuk melakukan penelitian ilmiah di kutub Utara dan Selatan
sudah dapat dilacak pada tahun 1981 dengan dibentuknya Chinese Arctic and Antarctic
Administration (CAA). CAA merupakan badan yang dibentuk untuk mengorganisir,
mengkoordinasikan, dan melakukan supervisi terhadap semua program Kutub Tiongkok. Tulisan
akademisi pertama Tiongkok mengenai kawasan Arktika baru muncul ketika tahun 1988 yang
membahas mengenai relasi spasial dan temporal distribusi laut es Arktika terhadap ketinggian hilir
Sungai Yellow River (Wang dalam Alexeeva & Lasserre 2012, 10). Semenjak itu, berbagai
publikasi ilmiah mengenai relasi Arktika dengan Tiongkok mulai bermunculan. Pada saat itu,
muncul kesadaran di kalangan komunitas epistemik bahwa kawasan Arktika memiliki arti penting
tersendiri bagi Tiongkok. Tidak hanya itu, berbagai penelitian akademisi Tiongkok tersebut
banyak yang membahas implikasi dari mencairnya es di Arktika terhadap Tiongkok.



Sebagai respons atas hal tersebut, Polar Research Institute of China (PRIC) dibentuk pada tahun
1989 sebagai komitmen Tiongkok untuk melakukan riset lebih lanjut di kawasan Arktika. PRIC
merupakan pusat riset utama Tiongkok yang berpusat di Shanghai dan bertugas untuk melakukan
program ilmiah secara langsung serta mengoperasikan Xu¢ Long sebagai kapal ekspedisi Kutub
milik Tiongkok. Tidak hanya itu, PRIC juga bertanggung jawab dalam manajemen database dan
publikasi jurnal terkait aktifitas ilmiah di Arktika (Polar Research Institute of China 2011). Salah
satu keberhasilan agenda PIRC dalam bidang penelitian ilmiah adalah membangun fasilitias
penelitian Arctic Yellow River Station di Svalbard pada tahun 2003 (The Arctic Institute 2019).
Pada tahun 2015, Yang Huigen selaku direktur Jenderal PRIC mengatakan bahwa saat ini PRIC
sudah memiliki divisi khusus yang berfokus dalam studi sumber daya, hukum, geopolitik,
kepemerintahan di kawasan Arktika (Perlez 2015, 18). Intensitas penelitian yang dilakukan oleh
Tiongkok semakin meningkat seriring dengan kemunculan asumsi bahwa Tiongkok merupakan

emerging superpower dalam sistem internasional.

Pergerakan Tiongkok sebagai emerging superpower di kawasan Arktika dapat dilihat melalui
berbagai ekspedisi yang dilakukannya dengan menggunakan kapal Xu¢ Long (Snow Dragon).
Ekspedisi yang dilakukan dengan menggunakan kapal Xué Long menjadi indikator tersendiri
bahwa Tiongkok sudah mengimplementasikan kebijakan luar negeri terhadap kawasan Arktika
yang tidak dideklarasikan (Brady 2014, 22). Tiongkok juga menunjukkan kapabilitasnya sebagai
pemain penting dalam politik Arktika terlepas dari posisi geografisnya yang terletak jauh dari
kawasan Arktika. Tidak hanya itu, pergerakan Tiongkok di kawasan Arktika juga diiringi dengan
pendekatan diplomatik. Salah satu bukti keberhasilan Tiongkok dalam pergerakannya di kawasan
Arktika adalah didapatkannya status observer permanen dalam Dewan Arktika. Oleh karena itu,
dapat dipahami bahwa keputusan Tiongkok untuk berperan aktif dalam politik kawasan Arktika
merupakan bagian dari strategi yang disusun secara komprehensif. Dalam rangka menjelaskan

pergerakan Tiongkok sebagai emerging superpower di kawasan Arktika,

Keterlibatan Tiongkok dalam politik kawasan Arktika juga diikuti dengan strategi diplomatik
tersendiri. Hal ini ditujukan agar Tiongkok memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan
regional di kawasan tersebut. Tiongkok sudah memiliki intensi untuk bergabung dengan Dewan
Arktika sejak tahun 2008 (Grieger 2018, 12). Akan tetapi, Tiongkok baru mendapatkan
keanggotaan observer permanen Dewan Arktika pada tahun 2013. Keanggotaan Tiongkok dalam



Dewan Arktika mengindikasikan intensi Tiongkok untuk turut berkontribusi dalam proses
pengambilan kebijakan regional agar sejalan dengan kepentingan Tiongkok. Terdapat tiga belas
observer dalam Dewan Arktika, antara lain adalah Jerman, Belanda, Polandia, Inggris, Perancis,
Spanyol, Tiongkok. India, Italia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Swiss (Arctic Council
2019). Akan tetapi, hanya Tiongkok yang merefleksikan ambisi besar melalui pergerakan
eksploratif kapal Xue Long, deklarasi polar great power, near-Arctic state, dan Arctic Policy white
paper. Tidak hanya itu, Tiongkok juga mendeklarasikan diri sebagai near-Arctic state terlepas dari
lokasi geografis Tiongkok yang jauh dari kawasan Arktika. Posisi Tiongkok sebagai Near-Arctic
state juga telah dideklarasikan dalam white paper Arctic Policy yang diterbitkan oleh The State
Council of the People's Republic of China.

Sebelum deklarasi Arctic Policy oleh pemerintah Tiongkok, strategi Tiongkok di kawasan Arktika
dipahami sebagai kebijakan luar negeri yang tidak dipublikasikan. Oleh karena itu, deklarasi Arctic
Policy Tiongkok pada tanggal 26 Januari 2018 menjadi puncak pergerakan Tiongkok tersendiri
dikarenakan pemerintah Tiongkok akhirnya menjelaskan kepentingan Tiongkok di kawasan
Avrktika secara lebih mendalam dan komprehensif. Pada bagian pendahuluan, Tiongkok membahas
bahwa pemanasan global dalam beberapa tahun belakangan telah menyebabkan es dan salju di
kawasan Arktika semakin cepat mencair (The State Council of the People's Republic of China
2018). Tidak hanya itu, Tiongkok juga menekankan bahwa seiring dengan globalisasi dan integrasi
regional lebih lanjut, signifikansi nilai strategis dan ekonomi juga meningkat. Oleh karena itu,
permasalahan di kawasan Arktika tidak hanya menjadi fokus negara-negara inter-Arctic,
melainkan juga menjadi bagian dari kepentingan vital dari negara-negara yang berada di luar
kawasan Arktika serta komunitas internasional secara keseluruhan, begitu juga dengan

keberlangsungan, pengembangan, dan masa depan umat manusia.

Kapabilitas emerging superpower Tiongkok juga ditunjukkan dengan keberanian Tiongkok untuk
melakukan pelayaran kapal militer melalui Selat Bering. Pada tanggal 2 September 2015,
Departemen Keamanan Amerika Serikat melaporkan kehadiran lima kapal People's Liberation
Army Navy (PLAN) milik angkatan laut Tiongkok di wilayah perairan Amerika Serikat dekat garis
pantai Alaska (Grieger 2018, 1). Kejadian tersebut merupakan pertama kalinya Tiongkok
melakukan melakukan manuver maritim angkatan laut kawasan Arktika. Momentum kejadian

tersebut juga bertepatan dengan kunjungan Barrack Obama selaku Presiden Amerika Serikat ke



Alaska. Pergerakan Tiongkok tersebut dipandang sebagai refleksi cakupan angkatan laut dan
ekspansi operasi maritim Tiongkok hingga ke kawasan Arktika. Tipe kelima kapal yang dimaksud
antara lain adalah tiga kapal perang lengkap dengan persenjataan, kapal amfibi, serta kapal kargo.
Kelima kapal tersebut pernah mengikuti latihan militer laut dengan angkatan laut Rusia di perairan

sekitar Vladivostok.

Urgensi Kebutuhan Energi Domestik Tiongkok dan Potensi Sumber Daya Alam di

Kawasan Arktika

Argumen penulis pertama yang melandasi partisipasi aktif Tiongkok dalam politik kawasan
Arktika, yaitu adanya urgensi kebutuhan energi domestik. Sejak tahun 1978, Tiongkok mengalami
pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,8% pertahunnya.
Dalam periode yang sama, rata-rata konsumsi energi Tiongkok meningkat sebesar 5,8% setiap
tahunnya. Oleh karena itu, kebutuhan energi merupakan urgensi tersendiri bagi Tiongkok agar
mempertahankan perkembangan perekonomiannya (Ahmed 2017, 15). Pesatnya perkembangan
perekonomian Tiongkok juga berdampak pada peningkatan impor minyak Tiongkok. Hal ini
menyebabkan terciptanya relasi dependensi dengan Tiongkok sebagai konsumen energi global dan
wilayah kaya energi sebagai produsen. Hal ini dibuktikan dengan status Tiongkok sebagai net
importer minyak bumi pada tahun 1993 dan net importer gas alam pada tahun 2007. Permasalahan
tersebut menjadi urgensi tersendiri yang harus diselesaikan oleh pengambil kebijakan Tiongkok.

Hal ini dikarenakan isu energi erat kaitannya dengan keberlangsungan suatu negara.

Tiongkok menyumbang 23,2% dari total konsumsi energi global dan 33,6% dari total pertumbuhan
konsumsi energi global pada 2017. Tiongkok juga merupakan kontributor terbesar dalam
pertumbuhan konsumsi energi global selama 17 tahun berturut-turut. Tidak hanya itu, konsumsi
gas alam Tiongkok juga meningkat sebesar 15% di tahun 2017 dan menyumbang sebesar 32,6%
dari total konsumsi gas alam dunia (British Petroleum, 2019). Saat ini, konsumsi energi Tiongkok
masih bergantung pada komoditas batu bara. Batu batu bara menopang 59% dari total keseluruhan
energi Tiongkok. Akan tetapi, ketergantungan terhadap batu bara tersebut tentunya memberikan

dampak tersendiri bagi keberlangsungan lingkungan global.

Tiongkok telah menjadi net oil importer sejak tahun 1993 (Kim 2015, 6). Semenjak itu, Tiongkok
kerap menerapkan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk memenuhi tuntutan permintaan

minyak domestiknya. Pada tahun 2017, Tiongkok telah melampaui Amerika Serikat sebagai



negara dengan impor minyak terbesar di dunia. Saat ini, Tiongkok mengimpor 8,5 juta barrels per
day (b/d) minyak yang didapatkan dari berbagai sumber di dunia (U.S. Energy Information
Administration 2017). Tingginya angka konsumsi minyak bumi tersebut diimbangi dengan
pertumbuhan penggunaan kendaraan bermesin yang membutuhkan bahan bakar bensin atau solar.
Tidak hanya itu, ambisi Tiongkok sebagai negara terdepan dalam perdagangan dunia juga harus
diimbangi dengan ketersediaan energi minyak. Pengiriman barang juga turut berkontribusi dalam
besarnya konsumsi minyak Tiongkok (Kambara & Howe 2007, 9). Zhang (2004, 7) berpendapat
bahwa perekonomian Tiongkok saat ini sedang dihadapkan padai tantangan kelangkaan sumber
daya dan energi. Untuk menebus pesatnya perkembangan perekonomian tersebut, Tiongkok tidak
punya pilihan selain mengimpor dari luar negeri. Tidak hanya itu, kelangkaan minyak juga
memiliki relasi tersendiri terhadap keberlangsungan negara. Berbagai kegiatan operasional yang
menyangkut sektor perdagangan, terutama perdanganan melalui jalur maritim bergitu bergantung

pada tersedianya minyak.

Tidak hanya minyak bumi, Tiongkok juga menjadikan gas alam (liquefied natural gas) sebagai
salah satu sumber energinya. Penggunaan gas alam oleh pemerintah Tiongkok sudah dapat dilihat
sejak tahun 2000-an dengan landasan inisiatif untuk mereduksi jumlah emisi karbon. Berbagai
perusahaan energi Tiongkok seperti China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) juga
mulai memutuskan untuk memutuskan untuk terlibat proyek jangka panjang di negara lain dalam
proses ekstraksi gas alam. Pada saat itu, Tiongkok sebagai negara dengan emisi karbon yang
tergolong besar dihadapkan pada pilihan untuk mulai mengurangi penggunaan batu bara dengdan
mulai mengoptimalkan gas alam untuk menghasilkan listrik (Thomson & Boey, 2014, 9). Terlepas
dari pilihan tersebut, Tiongkok baru mulai bergantung pada impor gas alam pada tahun 2007. Hal
ini dikarenakan, pada tahun tersebut, jumlah produksi gas domestik Tiongkok tidak lagi
mencukupi permintaan yang ada. Pada tahun 2013, Tiongkok sudah menjadi negara pengimpor

gas alam terbesar ketiga setelah Jepang dan Korea Selatan.

Go Out policy (Zou Chuqu) merupakan strategi Tiongkok untuk menghimbau perusahaan
Tiongkok agar berinvestasi di luar wilayah Tiongkok. Kebijakan ini pertama Kali
diimplementasikan pada tahun 1999 dengan fokus utama pada outward foreign direct investment
(FDI) (Abeliansky & Martinez-Zarzoso 2019, 13). Kebijakan ini bertepatan dengan kondisi
produksi minyak domestik Tiongkok yang tidak lagi dapat mengimbangi konsumsi minyak dalam



negeri. Go out policy terus mengalami perkembangan dan bahkan terus mencari wilayah potensial
baru yang memiliki nilai potensial. Kawasan Akrtika sebagai wilayah yang belum sepenuhnya
tereksplorasi menyimpan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Lebih lanjut, United States
Geological Survey (2008) mengestimasikan bahwa 1/3 dari total minyak dan gas alam dunia
berada di kawasan Arktika. Akan tetapi, kebanyakan dari sumber daya alam tersebut berada sejauh

3-4km di bawah dasar laut.

Tiongkok sudah menginisiasi kegiatan ekstraksi sumber daya alam di kawasan Arktika. China
National Offshore Oil Corporation (CNOOC) dan China National Petroleum Corporation
(CNPC) merupakan dua perusahaan Tiongkok yang berperan aktif dalam proses ekstraksi sumber
daya alam di kawasan Arktika. Inisiatif pergerakan perusahaan Tiongkok dalam upaya ekstraksi
energi di kawasan Arktika sudah dapat dilacak sejak tahun 2008. Pada tahun tersebut, perusahaan
Tiongkok, yaitu China Qilfield Services Limited (COSL) membeli perusahaan pengeboran milik
Norwegia yaitu Awilco Offshore dengan harga berkisar USD 2,5 miliyar. COSL merupakan anak
perusahaan dari CNOOC Group. Dengan pembelian perusahaan pengeboran tersebut, CNOOC
mendapatkan keunggulan teknologi serta pengetahuan terkait proses ektraksi sumber daya alam,
terutama di kawasan Arktika (Hsiung 2016, 9). Rosen & Thuringer (2017, 12) menjelaskan bahwa

investasi Tiongkok di kawasan Arktika telah mencapai angka USD 450 miliyar.

Rusia merupkan partner utama Tiongkok dalam melakukan kegiatan ekstraksi sumber daya alam
di kawasan Arktika. Kerja sama antar keduanya memiliki arti penting tersendiri yaitu Tiongkok
sebagai aktor yang menyediakan dana investasi serta teknologi dan Rusia berperan sebagai
pemberi akses ke kawasan Arktika. Tidak hanya itu, sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat
dan Uni Eropa dikarenakan aneksasi Krimea membuka peluang bagi Tiongkok untuk menjalin
kerja sama strategis dengan Rusia dalam sektor energi (Hsiung 2016, 5). Dalam beberapa dekade
terakhir, kerja sama Sino-Russian menjadi topik yang kerap dibahas dalam memahami kerja sama
strategis antara Tiongkok dan Rusia di kawsan Arktika. Sejalan dengan strategi Go Out Policy,
kerja sama strategis antara Tiongkok dan Rusia dalam bidang energi pada dasarnya berlandaskan

pada investasi langsung perusahaan Tiongkok.

Tiongkok juga melakukan investasi dalam bidang ekstraksi sumber daya alam di Kanada. Akan
tetapi, kerja sama yang dilakukan antara Tiongkok dan Kanada masih kontroversial mengingat

nilai-nilai komunisme yang dianut oleh Tiongkok hingga kini masih menuai pertentangan. Pada



tahun 2013, CNOOC mengambil alih perusahaan minyak dan gas Kanada Nexen Inc. Perusahaan
tersebut dijual seharga USD15,1 miliyar (Lackenbauer et al 2018, 12). Aset-aset yang dimiliki
CNOOC di perairan Kanada adalah pasir minyak dan gas serpih. Pasir minyak merupakan aset
utama Tiongkok di Kanada. CNOOC memiliki fasilitas ekstraksi pasir minyak di Alberta Utara
dengan teknologi Steam-assisted gravity drainage. Teknologi tersebut memiliki kapasitas
ekstraksi 72,000 barrels of bitumen perhari. Tidak hanya itu, CNOOC juga memiliki rencana
proyek ekstraksi pasir minyak yang akan dilakukan di Hangingstone.

Pada tahun 2014, pemerintah Islandia memberikan izin terkait proyek CNOOC untuk melakukan
eksplorasi di wilayah Dreki. Wilayah tersebut berada dalam cakupan landas kontinen Islandia dan
memiliki potensi minyak bumi dan gas alam yang melimpah. Pada tahun 2015, Tiongkok sudah
mendapatkan data seismik 2D yang akan digunakan sebagai basis ekplorasi minyak bumi lebih
lanjut. Hal tersebut dapat dipahami sebagai langkah awal bagi Tiongkok untuk melakukan
ekstraksi minyak bumi di Dreki. Meskipun demikian, untuk mencapai fase ekstraksi sumber daya
alam, CNOOC masih memerlukan perencanaan lebih lanjut dan komprehensif sehingga proses
ekstraksi baru akan dilakukan beberapa tahun kedepan. Pihak pemerintah Islandia (Offshore
Energy Today 2016) juga optimis terhadap rencana Tiongkok kedepannya dalam eksplorasi hingga
ekstraksi sumber daya alam di kawasan Arktika. Berdasarkan hasil seismik awal yang telah di
dapatkan, CNOOC melaporkan bahwa diperlukan pemetaan seismik 3D di bagian-bagian tertentu
dari area lisensi. Laporan seismik 3D tersebut dapat menjadi landasan untuk menentukan titk
pengeboran paling efektif di Dreki. Setelah berbagai penelitian lebih lanjut tersebut dilakukan,
maka diprediksi CNOOC baru dapat melakukan ekstraksi minyak bumi di antara tahun 2022 dan
2026.

Pada tahun 2018, CNPC sebagai perusahaan yang bergerak dalam sektor energi telah sepakat
untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan energi Norwegia, Equinor dalam sektor eksplorasi
minyak dan gas, energi terbarukan, dan teknologi penangkap karbon. Pada bulan agustus tahun
sebelumnya, kedua negara sempat membicarakan mengenai rencana penetapan free trade
agreement. Hal ini mengindikasikan adanya kepercayaan antar satu sama lain antara kedua belah
pihak. Eksplorasi Tiongkok di wilayah perairan Norwegia dilaksanakan berlandaskan pada
memorandum of understanding (MOU). MOU yang telah disepakati secara spesifik membicarakan

mengenai izin perusahaan Tiongkok untuk mengeksplorasi segala kesempatan dalam proses



ekstraksi sumber daya alam serta menjelaskan bahwa Tiongkok merupakan partner norwegia

dalam proyek minyak dan gas global.
Pemanfaatan Nilai Strategis Kawasan Arktika melalui Strategi Polar Silk Road

Alasan kedua yang mendasari partisipasi aktif Tiongkok di kawasan Arktika adalah pemanfaatan
nilai strategis kawasan Arktika melalui Polar Silk Road. Nilai strategis yang dimaksud adalah
tersedianya jalur maritim potensial yang dapat menunjang pendapatan Tiongkok dalam sektor
perdagangan. Tiongkok merupakan negara yang mengedepankan industri manufaktur. Industri
tersebut juga menunjang pendapatan negara melalui ekspor. Estimasi pendapatan Tiongkok dalam
sektor ekspor pertahunnya adalah sebesar USD1.904 triliyun. Tiongkok juga berhasil
mengalahkan Amerika Serikat seagai negara pengekspor barang terbesar di dunia pada tahun 2013
(Pines 2018, 3). Hal tersebut menjadi bukti tersendiri bahwa Tiongkok memiliki ambisi
mendominasi pasar global. Dalam proses perdagangan, pengiriman melalui jalur maritim
memegang peranan penting bagi Tiongkok. Komitmen Tiongkok untuk mengembangkan
interkonektivitas dibuktikan dengan Maritime Silk Route Initiative (MSRI). MSRI merupakan
sebuah program di bawah kerangka grand strategy Belt Road Initiative (BRI) yang lebih berfokus
pada pengembangan koorperasi antar negara, terutama dalam bidang kepentingan ekonomi,
perdagangan internasional, dan pemanfaatan rute perdagangan maritim. Kawasan Arktika tidak
luput dari cakupan MSRI dan dibuktikan melalui strategi Polar Silk Road. Konektivitas jalur
maritim memiliki arti penting tersendiri bagi pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Sejak tahun 2001,
ekspor dan impor Tiongkok mengalami perkembangan secara stabil sebesar 26% dan 28%
pertahunnya (Edmonds et al 2006, 1). Pesatnya pertumbuhan tersebut juga dilandaskan pada
bangkitnya pasar modal, tenaga kerja, dan produksi barang konsumsi di Tiongkok. Hal tersebut
juga dilandaskan pada kecenderungan pemerintah Tiongkok untuk memfasilitasi liberalisasi pasar
pasca reformasi 1978 di era kepemimpinan Deng Xiaoping. Reformasi ekonomi yang dipelopori
oleh Deng Xiaoping tersebut mengubah kebijakan Tiongkok yang awalnya melarang perdagangan
bebas melalui liberalisasi impor dan ekspor produk. Kebijakan tersebut juga mengawali
leberalisasi investasi asing yang masuk ke Tiongkok. Investasi yang masuk memiliki dampak
langung terhadap perdagangan internasional Tiongkok. Pada umumya, perusahaan asing yang
melakukan investasi di Tiongkok mengekspor barang setengah jadi dan kemudian merakitnya di
Tiongkok. Tiongkok kemudian mengekspor produk akhir untuk dipasarkan di luar negeri (Zhang



& Soong 2000, 15). Terlepas dari keberhasilannya dalam sektor ekspor, Tiongkok tetap memiliki
ambisi untuk terus meningkatkan dominasinya dalam perdagangan internasional. Hal ini
dibuktikan dari proyek MSRI yang diluncurkan pada tahun 2013. MSRI merupakan strategi
pengembangan yang ditujukan untuk menunjang infrastruktur konektivitas jalur maritim dunia.
Tiongkok kemudian melakukan ekspansi inisiatif MRSI dalam kerangka BRI di kawasan Arktika

dengan proyek Polar Silk Road.

Intensi Tiongkok untuk memanfaatkan Polar Silk Road tidak terlepas dari kesempatan yang
dibawa oleh fenomena global warming. Kawasan Arktika sedang mengalami transformasi
geografis dikarenakan es di kawasan tersebut mulai mencair sehingga kawasan tersebut diprediksi
akan menjadi zona bebas es di tahun 2030 (Wang & Overland 2012, 8). Mencairnya es di kawasan
Arktika juga membuka potensi ekonomi kawasan tersebut dikarenakan terbukanya potensi jalur
maritim di kawasan Arktika. Tiongkok merupakan negara yang begitu menekankan posisinya
sebagai negara yang melihat potensi besar dari mencairnya es di kawasan Arktika. Relasi antara
mencairnya es di kawasan Arktika dengan eksplorasi jalur maritim di kawasan Arktika
disampaikan langsung oleh Hong Lei juru bicara Kementrian Luar Negeri Tiongkok.
“Arctic-related issues are not only regional matters, but also cross-regional matters involving
climate change and navigation (Hong Lei dalam Xinhua 2013)”

Pada bulan Juni 2017, China’s National Development and Reform Commission (dalam Belt and
Road Initiatives t.t.) pertama kali mengumumbkan secara resmi bahwa laut Arktika merupakan blue

economic corridors dan menjadi bagian integral dari proyek infrastruktur BRI.

Komitmen Tiongkok dalam pengembangan polar silk road juga terlihat dalam white paper yang
diterbitkan pemerintah Tiongkok pada tahun 2018. Tiongkok melihat bahwa terdapat keuntungan
jangka panjang yang dapat dimanfaatkan melalui pemanfaatan jalur tersebut.

“The Silk Road Economic Belt and the 21st-century Maritime Silk Road (Belt and Road Initiative),
an important cooperation initiative of China, will bring opportunities for parties concerned to

jointly build a “Polar Silk Road”, and facilitate connectivity and sustainable economic and social
development of the Arctic” (The State Council of The People's Republic of China 2018).

Lebih lanjut, jalur Polar Silk Road sendiri merupakan proyek investasi jangka panjang dan
membahas mengenai pemanfaatan jalur perairan di kawasan Arktika secara maksimal. Jalur
perairan potensial di kawasan Arktika adalah Northern Sea Route (NSR) yang menghubungkan

Tiongkok dan Eropa dan Northwest Passage (NWP) yang menghubungkan Tiongkok dan Amerika



Serikat. NSR merupakan jalur paling potensial yang dapat digunakan oleh Tiongkok. Meskipun
demikian, terdapat pula potensi jalur baru lainnya yang dapat diakses dikarenakan mencairnya es
di kawasan Arktika. Tidak hanya itu, proyek Polar Silk Road tidak hanya membicarakan mengenai
penggunaan jalur perairan maritim. Perusahaan Tiongkok juga dihimbau untuk melakukan
investasi dalam pembangungan infrastruktur sepanjang rute polar silk road serta melaksanakan
perjalanan percobaan untuk mengukur kelayakan jalur tersebut. Di sisi lain, Tiongkok juga
mengkonsiderasi penggunaan Transpolar Sea Route (TSR) yang akan diakses dalam beberapa
dekade, tergantung tingkat mencairnya es di kawasan Arktika (Alexandra 2018, 12).

Deklarasi pemanfaatan polar silk road juga dilandaskan pada konsiderasi beberapa potensi.
Potensi keuntungan yang dijelaskan secara eksplisit adalah keuntungan ekonomi jangka panjang.
Studi terbaru oleh PIRC (dalam Humpert 2013, 12) menunjukkan bahwa jalur maritim Arktika
diprediksi akan memainkan peran besar pada tahun 2020 dengan estimasi neraca perdagangan
mencapai USD 300-900 miliyar. Hal inilah yang kemudian melandasi rasionalisasi Tiongkok
dalam penyusunan strategi Polar Silk Road. Berdasarkan literatur yang tersedia, penulis
mengidentifikasi dua potensi utama yang didapatkan dari pemanfaatan jalur maritim tersebut, yaitu
jalur yang lebih pendek dibandingkan jalur biasanya dan menjadi alternatif dari jalur Selat Malaka

dan Suez Canal yang berisiko tinggi akan penyerangan bajak laut.

Alasan pertama Tiongkok ingin memanfaatkan jalur maritim kawasan Arktika adalah terseduabta
jalur maritim menuju Eropa yang lebih pendek. Kapal yang berangkat dari pelabuhan Utara
Tiongkok dapat mereduksi perjalanannya ke Eropa sebesar 28%. Perjalanan dari pelabuhan
Shanghai yang merupakan pelabuhan Tiongkok terbesar hanya berjarak 7,600 mil laut ke
Rotterdam jika dibandingkan dengan jalur tradisional melalui Selat Malaka dan Terusan Suez yang
memakan 10,800 mil laut (Humpert 2013, 7).

Alasan kedua Tiongkok memanfaatkan jalur maritim kawasan Arktika adalah Tiongkok
memandang jalur tersebut sebagai alternatif Selat Malaka dan Terusan Suez yang selama ini
merupakan jalur perairan utama Tiongkok. Isu yang saat ini masih dihadapi oleh Tiongkok adalah
Malacca Dilemma. Hal ini disebabkan oleh tingginya dependensi Tiongkok terhadap jalur perairan
selat Malaka. Impor energi dan barang melalui selat Malaka begitu mengancam kebelangsungan
Tiongkok. Apabila terjadi blokade oleh negara lain, maka keberangsungan Tiongkok akan

terancam.



Pada tahun 2012, kapal Xue Long melaksanakan uji coba perjalanan melalui perairan Arktika. Uji
coba tersebut ditujukan untuk menentukan kelayakan jalur tersebut bagi navigasi kapal kargo
Tiongkok. Setelah menentukan kelayakan jalur tersebut, China Ocean Shipping Company Limited
(COSCO) mengambil alih utuk melakukan percobaan navigasi kapal kargo pada tahun 2013.
Dalam pergerakan Tiongkok di kawasn Arktika, COSCO mengoperasikan secara langsung kapal
kargo yang melewati jalur perairan di kawasan Arktika. COSCO pertama kali melakukan navigasi
di jalur NSR pada tahun 2013 dengan kapal kargo serba guna bernama Yong Sheng (Mitchell &
Milne 2013, 3). Melalui navigasi tersebut, Tiongkok mengetahui bahwa jalur NSR membuat kapal
kargo tersebut sampai dua minggu lebih cepat jika dibandingkan dengan jalur biasanya. Setelah
itu, COSCO kembali menginisiasi berbagai program yang ditujukan sebagai upaya maksimalisasi

penggunaan NSR.

Pada tahun 2016, COSCO meluncurkan Program Yong Sheng Plus, yaitu pengoperasian lima
kapal kargo di tahun yang sama. Dua dari kapal yang diberangkatkan memiliki relasi dengan
proyek Yamal LNG, yaitu Xia Zhi Yuan dan Xiang Yun Kou. Kedua kapal tersebut mengirimkan
enam modul kondensasi pendingin gas alam ke pelabuhan Sabetta melalui NSR. COSCO telah
melaksanakan 14 kali perjalanan melalui NSR sejak tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa
kondisi NSR dapat dikatakan sebagai jalur komersial yang layak digunakan dalam jangka waktu
panjang. Intensitas penggunaan jalur NSR tersebut juga mebuktikan bahwa jalur NSR sudah layak
pakai. Oleh karena itu, Tiongkok kemudian membentuk COSCO Specialized Carriers yang
berfokus pada pengiriman melalui perairan Arktika. Hal inilah yang melandasi komitmen
Tiongkok untuk mengembangkan kawasan Arktika lebih lanjut dalam kerangka Polar Silk Road
(Beixi 2018, 12). Northern Sea Routes Information Office menunjukkan bahwa sebanyak 11 dari
total 27 kapal pengangkut barang yang melalui Norhern Sea Routes berasal dari atau bertujuan ke
pelabuhan Tiongkok di tahun 2017 (Northern Sea Routes Information office 2018). Hal ini

menunjukkan bahwa Tiongkok sudah mulai mendominasi penggunaan jalur NSR.

Lebih lanjut, Inisiatif Polar Silk Road tidak hanya membicarakan mengenai penggunaan jalur
maritim yang tersedia di kawasan Arktika, melainkan juga membicarakan mengenai investasi
Tiongkok ke negara-negara dilalui oleh jalur maritim tersebut. Hal ini sejalan dengan Belt Road
Initiative yang juga menekankan investasi dalam pengembangan infrastruktur dan proyek lainnya.
Terdapat beberapa proposal investasi berskala besar dalam pengembangan Polar Silk Road oleh



perusahaan milik negara Tiongkok. Investasi yang dilakukan oleh Tiongkok berlandaskan pada
win-win yang dijelaskan secara eksplisit dalam white paper yang telah diterbitkannya. Melalui
investasi yang dilakukan Tiongkok di kawasan Arktika, akses Tiongkok ke kawasan Arktika akan
menjadi semakin mudah. Terdapat estimasi bahwa investasi Tiongkok di kawasan Arktika dari
periode 2012 hingga 2017 mencapai USD 450 miliyar (Rosen & Thuringer 2017, 17). Negara-
negara Arktika yang termasuk dalam cakupan investasi Tiongkok dalam kerangka Polar Silk Road

antara lain adalah Rusia, Greenland, Islandia, Finlandia, Swedia, Norwegia, dan Kanada.
Kesimpulan

Keterlibatan Tiongkok di kawasan Arktika merupakan fenomena yang dapat dilihat dari sudut
pandang keamanan energi dan geopolitik. Selaku emerging superpower, Tiongkok memutuskan
untuk terlibat aktif dalam dinamika politik kawasan Arktika terlepas dari posisinya yang jauh dari
kawasan tersebut. Melalui perspektif keamanan energi, keterlibatan Tiongkok di kawasan Arktika
dilatarbelakangi oleh tuntutan konsumsi energi yang begitu dikarenaka Tiongkok sedang
mengalami perkembangan ekonomi domestik secara masif. Tingginya tingkat konsumsi energi
Tiongkok tersebut membuat Tiongkok dihadapkan pada situasi urgensi kebutuhan sumber daya
alam. Melalui Go Out policy, Tiongkok kemudian menghimbau perusahaan domestiknya untuk
melakukan investasi dan kegiatan ekstraksi energi di wilayah lain. Kawasan Arktika yang memiliki
potensi sumber daya alam melimpah juga menjadi salah satu tujuan dari strategi investasi
Tiongkok tersebut. Di sisi lain, melalui perspektif geopolitik, nilai strategis kawasan Arktika juga
dapat dipandang sebagai daya tarik tersendiri yang membuat Tiongkok terdarik untuk menjadikan
kawasan Arktika sebagai bagian dari strategi besar Belt Road Initiative. Nilai strategis kawasan
tersebut mengacu pada melimpahnya potensi sumber daya alam dan jalur maritim di kawasan
Arktika. Penelitian ini berfokus pada pencarian alasan keterlibatan Tiongkok di kawasan Arktika

melalui perspektif ekonomi dan geopolitik.
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